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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sesuai dengan 

pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

aturan mengenai netralitas PNS tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana 

telah dijamin oleh UUD NRI 1945, karena aturan tersebut ditujukan agar seorang 

PNS dapat memfokuskan tugas-tugas pemerintahan yang telah dibebankan 

sehingga dapat memberikan pelayanan yang adil tanpa terpengaruh oleh 

pertimbangan politik dan mencegah campur tangan yang tidak adil dalam 

pemilihan suara sebagaimana termuat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. 

Setiap PNS tetap memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu, namun 

terdapat syarat-syarat dalam memenuhi hak tersebut, seperti tidak boleh secara 

terang-terangan menyatakan dukungan kepada salah satu paslon dan tidak 

diperbolehkan untuk maju dalam kontestasi pemilu jika belum melakukan 

pengunduran diri dari jabatannya secara tertulis. Aturan netralitas bagi seorang 

PNS berguna untuk mencegah seorang PNS dipolitisasi oleh suatu rezim untuk 

diarahkan pada salah satu kandidat sehingga menciptakan proses pemilu yang 

tidak adil. Selain itu, aturan tersebut merupakan konsekuensi hukum bagi 

seorang pegawai negeri sipil yang disebut dengan hubungan dinas publik. Ketika 

seseorang memutuskan untuk menjadi PNS, maka harus siap mengikuti dan 

mematuhi aturan yang ada, karena ketika menjadi calon PNS, mereka telah 

disumpah untuk mematuhi aturan yang berlaku. 
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B. Saran 

Setelah mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap 

Netralitas PNS Dalam Pemilu Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia, penulis 

memberikan saran bahwa perlu diperkuatnya pengawasan dan pemberian sanksi 

yang tegas terhadap PNS yang melanggar netralitas, mengingat jumlah anggota 

ASN yang sangat banyak tidak menutup kemungkinan dapat dipolitisasi oleh 

suatu rezim untuk diarahkan kepada salah satu paslon sehingga dapat 

menciptakan proses pemilihan yang tidak adil. Selain itu promosi dan mutasi 

jabatan seorang PNS harus dilaksanakan dengan transparan dengan berdasarkan 

kompetensi dan prestasi kerja seorang PNS sehingga dapat memberi kepastian 

karier PNS tanpa adanya campur tangan politik sesuai dengan naik turunnya 

jabatan politik.  
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